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INTISARI 


PENERAPAN PRINSJP PRINSIP GOOD GOVERNANCE OALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP 01 KELURAHAN TUATUNU 


INOAH KECAMATAN GERUNGGANG KOTA PANGKAL PINANG 

Studi Perencanaan dan lmplementasi 


Sahirman 

Universitas Terbuka 


Kata Kunci : Interaksi, good governance dan pengelolaan dana blok grant 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip prinsip good governance 
dalam pengelolaan dana blok grant di tingkat kelurahan. Banyak studi menunjukkan 
bahwa selama ini tokoh masyarakat hanya menjadi penonlon pembangunan di 
wilayahnya. Melalui program ini • masyarakat di kelurahan Tua Tunu lndah semakin 
mudah mengakses dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana blok grant. Hal ini telah 
di tunjukkan dengan besarnya swadaya masyarakat berkontribusi dalam tenaga, material 
apabila di hitung kontribusinya dapat sampai 300 % dari nilai proyek kegiatan tertentu 
yang di berikan kepada pemerintah. 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 
menekankan pada pengunggkapan fakta untuk memberi gambaran yang obyektifientang 
keadaan sebenarnya, melalui observasL wawancara mendalam dengan responden dan 
dokumentasi . Data penelitian berupa data primer yang di dapat dari informan langsung 
yaitu ; perangkat kelurahan. pengurus BKM, Ketua RT/RW, pengusaha local dan 
masyarakat yang ada di kelurahan Tua Tunu Indah dan data sekunder yang berasal dari 
dokumen, arsip, laporan dan peraturan yang terkait kegiatan ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa , interaksi dalam pengelolaan dana blok 
grant dalam partisipasi oleh stake holder telah menunjukkan kualifikasi yang tinggi, 
dalam transparansi pengelolaan kegiatan telah di lakukan dengan baik, dalam penerapan 
akuntabilitas secara umum telah di lakukan dengan baik walaupun masih ada salah saw 
kegiatan yaitu simpan pinjam kurang baik, dalam responsibililas telah berjalan dengan 
baik serta dalam penerapan rule of law telah di tingkat kegiatan berjalan baik, namun 
masih ada kelemahan dari sisi pelaporan yang belum maksimal. 

Hasil yang baik di lingkat pelaksanaan lebih di sebabkan karena karakteristik 
masyarakat kelurahan Tuatunu Indah sampai saat ini memiliki karakter paternalistic 
dengan masyarakat tingkat homogen yang tinggi dan memiliki kesadaran yang baik 
dalam memandang kegialan yang menyangkut kepentingan bersama.Sebagai contoh 
dalam pembangunan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan menuju akses kebun. 
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Abstract 

THE IMPLEMENTATION ofTHE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNACNE IN MANAGING (P2KP) 


BLOCK GRANT IN TUA TANU VILLAGE, GERUNGGANG SUB DISTRICT, PANGKALPINANG CITY 


(STUDY ON THE PLANNING AND THE IMPLEMENTATION OF BLOCK GRANT) 


Sahirman 

Universitas Terbuka 

Keywords: good governance, block grant subsidy, P2KP, community empowerment, 

participation 

The research aims at evaluating the implementation of the principle of good government in 

managing the block grant program of the P2KP at the village level. Many studies showed that 

local elite did not involved during the development as well as the implementation processes. 

This program gives opportunities to villagers to directly access the program. This is shown by 

the contribution of community that is accounted for almost triple of the amount of project. 

Research used qualitative research to describe and examine the benefits and the problems of 

program by collecting data through observation, interview and secondary data analysis. 

Primary data were collected by in depth interview of village functionaries, BKM functionaries, 

the head of community livelihood (RT/RW), village entrepreneurs and the member of 

community. The secondary data of village statistics and annual reports were also collected to 

support the analysis. 

Research findings showed that the level of stakeholders' participation is high. The level of 

management transparency is also satisfactory however public accountability revealed a less 

satisfactory especially in financial sector and reporting. The success of the implementation may 

be attributed to the cultural characteristics of the society which presents more paternalistic 

value and communality. 
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BABII 


KERANGKA TEORI 


Pada bagian ini akan di uraikan skema konseptual berupa teori-teori yang 

relevan dan memiliki hubungan dengan variable-variable dari obyek penelitian 

yang akan dijadikan landasan teori dalam pembahasan, sehingga mampu 

menggungkapan gejala-gejala dan apa-apa saja yang berhubungan dengan 

variable penelitian ini. Adapun teori-teori ini meliputi Good Governance, 

lnteraksi Aktor Governance, Anggaran Kelurahan dan selanjutnya dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 

A. Good Govemonce 

Salah satu tuntutan reformasi yang di peJjuangkan ad~lah upaya 

mewujudkan good governance dalam sistem pemerintahan di Indonesia, baik 

di tingkat pusat maupun di daerah. Konsep ini berasal dari kata governance, 

yang lebih mengarah pada kegiatan, proses atau kual itas pemerintah. Artinya 

bahwa sebagai fungsi pengelolaan masyarakat yang komplek, governace 

melibatkan koordinasi banyak pihak di sector public dan swasta, jadi dengan 

kata lain pemerintah bukan satu-satunya aktor dan tidak selalu menjadi 

pelopor. 

Oleh Karena itu pemerintah hanya menjadi salah satu aktor yang 

bekerjasama dengan aktor - aktor lain di luar pemerintah. Dalam setiap rezim 

yang berkuasa, meskipun sampai saat ini ( menu rut pengamatan ) lebih 

merupakan retorika politik untuk menarik simpati semata. 

10 
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Bagi Indonesia sendiri good governance di maknai sebagai sebuah lata 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena ilu good governance 

akan menelorkan nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan. Kejujuran 

( Honesty) perkembangannya. kata ini bergeser menjadi good governance. yang 

berarti cara mengelola urusan-urusan publik . 

Secara lebih spesifik lagi. bahwa institusi governance sendiri meliputi tiga 

pilar/domain. yaitu state (Negara / pemerintah). private sektor ( sektor swasta atau 

pelaku ekonomi ) dan Civil society ( masyarakat sipil). 

Ketiga aktor tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya 

masing-masing, sehingga teljalin kerjasama ( networking atau kolaborasi) ufltuk 

memberikan pelayanan publik. 

Untuk melihat pola hubungan antara aktor-akt0r governance tersebutdapat 

di Iihat dalam gam bar di bawah ini : 

HUBUNGAN ANTAR PILAR GOVERNANCE 

CIVIL 

SOCIETY 


Gambar 2.1 Lingkaran Hubungan Antar Pilar Governance 

Adanya Iingkaran yang di biarkan over laping, menggambarkan adanya 

jejaringl networking. Artinya bahwa ada urusan urusan yang hanya menjadi 

tanggung jawab state. Private sector atau civil society sendiri. letapi di lain pihak 
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ada juga urusan urusan publik tersebut harus melibatkan diantara ketiganya. Boleh 

jadi keterlibatan terse but, antara state dengan private sektor, state dengan civil 

society atau hanya private sector dengan civil society saja. 

Karena ada urusan urusan publik yang hanya dapat di kerjakan oleh 

pemerintah sendiri, tanpa meiibatkan para pelaku bisnis dan masyarakat sipil atau 

bahkan tanpa cam pur tangan keduanya. Pada sis! lain masyarakat sendiripun juga 

mampu menyelesaikan masa!ah masalahnya. Namun demikian, yang lebih di 

fokuskan dalam good governance adanya interaksi secara sinergis di antara slate, 

private sector, civil society dalam men gurus kepentingan publik. Dalam 

pengertian bahwa Negara tetap menjadi perna in kunci, bukan dalam pengertian 

dominasi dan hegemoni, tetapi Negara adalah aktor setara yang mempu!1~ai 

kapasitas memadai untuk memobilisasi aktor -aktor dalam masyarakat untuk 

tujuan bersama. Sementara masyarakat sipil dan peJaku bisnis juga memiliki 

kesempatan dan tanggung jawab yang seimbang untuk mengelola kepentingan 

publik tersebut. 

Relevansi good governance di tingkat Kelurahan di pahami juga sebagai 

Desa sebagaimana di kemukakan oleh Ari Dwipayana dan Sutoro Eko sebagai 

berikut. Bahwa good governance adalah sebuah kerangka institusiona! untuk 

memperkuat otonomi desa atau Kelurahan. Karena secara substantive 

desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan 

antara level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa Negara lebih dekat 

kepada masyarakat. 

Oleh karena itu, good governance sebagai basis penyelenggaraan 

otonomi lokal hams mampu memberikan makna dan bermanfaat bagi masyarakat 
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lokal sendiri. Lebih jauh dalam buku ini di jelaskan bahwa untuk dapat 

memberikan makna dan kemanfaatan tersebut, di perlukan pemerintahan lokal 

yang kuat. di topang oleh transparansi, akuntabilitas, responsifitas dan partisipasi 

masyarakat. 

Perhatian khusus dalarn penerapan good governance di tingkat desa 

adalah hubungan antara elemen governance di Kelurahan yang di dasarkan pada 

prinsip kesetaraan, keseimbangan dan kepercayaan ( trust). Pola hubungan ini 

dapat tercapai. apabiJa pemerintahan kelurahan di kelola secara partisipatif, 

transparan. akuntable dan responsive dan sebaliknya, pemerintahan desa yang 

demokratis ( partisipatif, akuntable. transparan dan responsive) dapat semakin 

kokoh. legitimate dan mampu bekerja secara efektif apabila di topang d~ngnn 

kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen governance di 

Kelurahan. 

Untuk membangun kondisi tersebut di butuhkan sebuah proses perluasan 

ruang publik melalui dialog-dialog (forum keluarga atau rembug Kelurahan yang 

semakin dinamis dan berkelanjutan. Karena melaui forum-forum seperti ini akan 

terjadi proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan kebaikan bersama, 

yang hasilnya di pergunakan sebagai aturan main dalam pengelolaan kepentingan 

publik di Desa. 

Sementara dari sisi aktornya elemen governance sendiri, balk pemerintah 

kelurahan state, sektor swasta (private sector), maupun organisasi masyarakat 

sipil (civil society) memiliki keterbatasan. Posisi dan eksistensi pemerintah 

Kelurahan tidak memiliki otonomi yang memadai, karena di kendalikan secara 

terpusat dan hierarkis dengan regulasi permerintah supra desa. Konsekuensinya, 
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pemerintab desa ( Kepala Desai Lurab) mempunyai akuntabilitas bukum dan 

politik kepada pemerintab supra Desai Kecamatanl Kota. 

Sebagai organisasi yang berbasis partisipasi masyarakat dalam praktek 

pemerintaban Keluraban sebari-bari, masyarakat sipil (civil society) selayaknya 

tidak esksplosif dan aksesibel bagi selurub masyarakat dan terbuka terbadap 

pertimbangan publik. Bagaimana orgailisasi sosial yang ada mampu 

mengakomodasi dan penyaluran aspirasi anggotanya kepada pemerintab 

Keluraban selaku pembuat kebijakan lokal, sementara keberadaan mereka lebib 

banyak karena di benWk oleb pemerintab Desa sendiri. Mereka barus bisa 

memainkan peran penting sebagai intermediary dan arena kemitraan antara 

masyarakat dan Negara. 

Kalau civil society berbicara tentang organisasi yang sukarela dan non 

prolli/, maka private sector (pelaku ekonomi) bagaimana mencari dari keuntungan 

melalui proses produksi, distribusi pasar merupakan arena paling dekat dan nyata 

bagi pelaku ekonomi untuk melakukan pertukaran dan pencarian keuntungan. 

Sementara good governance menganjurkan demokrasi ekonomi , pasar yang 

kompetitif secara sebat dan coorporate governance sebagai ciri kbas ideal ( baik) 

masyarakat ekonomi artinya bagaimana para pelaku ekonomi Keluraban terse but 

mampu berelasi dengan pasar, sumber permodalan dan pemerintab Desa. 

Kesempatan dan akses pelaku dan organisasi ekonomi keluraban terhadap 

sumber permodalan yang disediakan Negara, akses terhadap kebijakan pemerintah 

Kelurahan dan akses masuk pada dunia pasar. Sementara dari basil penelitian IRE 

menyebutkan sejumlab masalah yang menjadi hambatan terwujudnya governance 
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dibidang ekonomi, antara lain kuatnya intervensi Negara yang tidak sejalan 

dengan prinsip-prinsip good governance dan Jemahnya organisasi ekonomi dan 

modal sosial yang ada. 

B. Interaksi Aktor Governance 

HasH Penelitian IRE menyebutkan bahwa governance atau dalam 

perkembangan sekarang disebut good governance (tata pemerintahan yang 

baik) adalah sebuah model yang relevan untuk membingkai pembaharuan 

pemerintah Desa, karena didalamnya melibatkan pemerintah dan bukan 

pemerintah. Pernerintah Kelurahan di maknai sebagi institusi pemerintahan 

terendah menurut Undang-undang No.22 tahun 1999, termasuk dalam 

pengertian disini adalah Desa. Jadi governance memandang NegaraJ 

pemerintah dan masyarakat berada dalam posisi sejajar yang bersama sarna 

dan belajar mengelola pemerintahan. Perspektif baru tentlmg pemerintahan 

dan perubahan perannya dalam masyarakat, merupakan jantung gO\'ernance, 

oleh karena itu perlu adanya identifikasi siapa saja yang termasuk 

pemerintaban dan bukan pemerintahan tersebut. 

I. 	Identifikasi aktor. 


a) Statel pemerintah 


Sebagai pilar pertama governance, state di maknai sebagai Negara 

maupun pemerintah ( termasuk di dalamnya lembaga eksekutif dan 

legislatif). Kata Negara menurut Maknus Suseno, mempunyai dua 

pengertian yaitu pertama Negara adalah masyarakat atau wilayah yang 

merupakan satu kesaluan politik, kedua Negara sebagai lembaga pusal 

yang menjamin kesaluan politis, kedua negara sebagai lembaga pusat 
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yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian 

menguasai wilayah itu. Artinya Negara di maknai sebagai pusat 

pemersatuan masyarakat atau warganegaranya serta memiliki fungsi 

dasar dan hakiki sebagai pembuat ketetapan, aturan·aturan kelakuan 

yang mengikat warga masyarakatnya. 

Oleh karena itu salah satu tugas utama Negara di masa datang yang 

paling penting adalah penciptaan suatu Iingkungan politik yang kondusif 

bagi sustainable human development dengan meredifinisi peranan 

pemerintah di dalam integrasi sosial, ekonomi serta proteksi 

Iingkungannya. Sementara itl! dalam posisi lain, state menjalankan 

fungsi·fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan ( senice, pengaturan 

(regulating) bagaimana cara melayani masyarakat dan fungsi pengajaran 

supaya masyarakat berdaya ( Empowering). 

b) Private sector. 

Private sector atau pihak swasta, selama ini telah memainkan 

peran yang penting dalam pembangunan melalui pendekatan pasar. 

Pendekatan ini berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi 

barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan lingkungan 

yang mapan untuk melakukan aktifitas sektor swasta dalam suatu 

bingkai kerja " incentive and reward" seeara ekonom i bagi individu 

maupun organisasi. Sementara dalam perspektif ekonomi seperti yang 

dikemukakan oleh WJ Stanton, pasar adalah orang orang yang 

mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan 

untuk membeJanjakannya. 
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Dalam interaksinya sebagai pilar governance, sektor ini 

menjalankan prinsip prinsip sebagai berikut : 

(I) 	 Keberhasilan kegiatan usaha di dasarkan pada keunggulan dari 

operasi yang efektif, efisien, kreatif dan inovatif dalam iklim 

ekonomi dan keinginan pasal yang terus berubah. 

(2) 	 Setiap individu atau badan yang terlibat dalam usaha mempunyai 

tanggung jawab moral untuk menolak praktek-praktek yang 

bertentangan dengan persaingan tidak adi!. 

(3) 	 Setiap individu alau badan yang terlibat dalam usaha harus 

mematuhi asas-asas untuk melindungi kepentingan semua 

stakeholders perusahaan, termasuk pemilikl pemegang saham, 

karyawan, pe1anggan dan masyarakat umum. 

(4) 	 Setiap individu alau badan yang terlibat dalam usaha akan 

mematuhi asas dan praktek dari Good Corporate Citizenship. 

antara lain dengan melindungi lingkungan dan memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan masyarakat di sekitarnya. 

c. Civil society. 

Istilah civil society yang kini di terjemahkan dengan masyarakat 

kewarganegaraan alau masyarakat madani, tampaknya semakin 

mendapat tempat dalam wacana politik Indonesia: Diakui bahwa 

pemahaman alas terminology tersebut masih terus berkembang dan 

karenanya persilangan pendapat menjadi tidak terelakkan. Situasi ini 

merupakan sebuah kewajaran, karena kondisi ini juga terjadi di Negara 

Negara yang notabenenya sudah mengenal terminology ini. baik dalam 
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wacana ilmiah maupun dalam kehidupan sehari hari. Seperti yang di 

sampaikan oleh Hikam, bahwa dengan keragaman dalam pemahaman 

ini, sintesa-sinlesa baru dan gagasan-gagasan yang masih orisinil di 

harapkan muncul, sehingga bisa menyumbangkan pemahaman yang 

lebih baik untuk kontek Indonesia, sedangkan menurut Heningsen, civil 

society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan dari 

anggota-anggota masyarakat sebagai warganegara mandiri yang dapat 

dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praktis 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah 

kemasyarakatan pada umumnya. Sependapat dengan ini, menurut 

Moehtar Mas'oed bahwa NGO sebagai salah satu bentuk civil society 

merupakan pengelompokan masyarakat secara mandiri untuk mengatasi 

suatu masalah social yang dihadapi, dimulai dari aktifitasnya secara 

mandiri dan spesifik. 

Kondisi ini sebagai isyarat keharusan adanya kebebasan dan 

keterbukaan untuk berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat serta 

kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingan didepan 

umum. Dalam did civil society telah menyiratkan kemandirian dan 

kematangan politis, sehingga ia tidak perlu sepenuhnya tunduk kepada 

Negara atau hanya sebagai alat bagi kelas tertentu. Justru civil society 

dalam pengertian ini merupakan suatu entitas yang keberadaannya 

menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik cukup 

tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (balancing 

force) dari kecenderungan intervensi Negara. 
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Pada saat yang sarna mampu melahirkan kekuatan kritis 

reflektif (rejlectiJ forces) dalam masyarakat yang dapat mencegah atau 

mengurangi derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses 

formasi social modern. Dengan demikian, civil society mengandaikan 

pula sebuah political society didalamnya. Oleh karena itu, menurut 

pandangan filosofis Hannah Arendt civil society yang reflektif tersebut 

mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan keberadaan ruang publik 

yang bebas (afree public sphere). 

Kedua elernen inilah, esensi dari civil society, karena 

disanalah tindakan politik yang sebenarnya dan bermakna da;>at benar

benar terwujud. Pada ruang publik yang bebaslah secara normatif, 

individu-individu dalarn posisinya yang setara dapat melakukan 

interaksi wacana (discursive transaction) dan praktis politik tanpa 

mengalami distorsi dan kekhawatiran. Secara teoritis, ia dapat diartikan 

sebagai ruang dimana anggota masyarakat sebagai warga Negara 

mernpunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. 

Dalarn kontek Kelurahan, berbicara civil society sebenarnya 

dapat dikenali dari banyak sekali organisasi sosial yang hidup di Desa. 

Baik yang bersifat coorporatis (bentukan Negara dad atas, seperti 

RTIRW, PKK, LKMD dan lain-lain), maupun partisipatoris (bentukan 

dari rnasyarakat-rnasyarakat dari bawah, seperti kelompok arisan, 

kelornpok pengajian, keagamaan dan lain-lain). Mereka berhak 

melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka, tidak ada tekanan atau 

intervensi dari pihak luar, didalarnnya terdapat forum untuk 
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menyampaikan pendapat seeara lisan atau tertulis, lebih lanjut menurut 

Habermas, seeara institusional ruang publik disini termasuk media 

massa, tempal tempat pertemuan umum, parlemen dan sekolah·sekolah. 

Melihat konsep-konsep tentang civil society sebagaimana disampaikan 

oleh para pelopomya, setid~knya ada tiga ciri utamanya yaitu : 

(1) 	 Adanya kemandirian yang cukup linggi dari individu-individu dan 

kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan 

Negara (State). 

(2) 	 Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan 

poiilik secara aktif dari warga Negara melalui wacana dan fraksis 

politi:' yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

(3) 	 Adanya kemampuan membatasi kekuasaan negara agar ia tidak 

interfensionis. 

2. 	 Identifikasi pola interaksi governance 

Good governance menekankan adanya interaksi yang intensif dan 

baik. Menurut Muhadjir Darwin. Good Governance dikatakan berhasil 

apabila otoritas terdesentralisasi pada pusat pusat kekuasaan yang banyak 

(tidak terkonsentrasi disatu tangan) yang satu dengan yang lainnya saling 

mengontrol (cheks and balance). Hal ini berarti seluruh komponen 

masyarakat memiliki akses dan keberdayaan yang kurang lebih sebanding. 

lalu membangun kolaborasil keljasama sehingga membentuk suatu 

jaringan yang saling mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi masyarakatnya. 
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Adanya posisi yang seimbang antara aktor, dimaksudkan agar 

kolaborasi tersebut tidak berat sebelah sehingga dapat tercipta chek and 

balance. Selain itu, agar dapat terwujud jaringan yang kokoh antar 

komponen masyarakat di perlukan kepercayaan yang bersifat timbal balik 

(mututll trust). Kepercayaan merupakan salah satu modal sosial (Social 

capitaT) yang diperlukan demi tegaknya tertib sosial. Dengan adanya 

kepercayaan (tidak ada yang saling curiga) terhadap apa yang di kerjakan 

salah satu atau beberapa diantara aktor-aktor yang terlibat, maka akan 

semakin memudahkan pencapaian tujuan. Karena diantara aktor terse but 

akan memunculkan kreatifitas dan inovasi baru guna memperlancar 

pelaksanaan tugas-tugasnya. 

3. Karakteristik interaksi governance 

Kata kunci lain dari good governance adalah mampu melahirkan 

transparansi dan akuntabilitas. Tidak mungkin jejaring/ /lei ...orking 

terbangun dengan kuat jika tidak ada keduanya. Transparansi diperlukan 

agar aksi oleh satu pihak dapat dikontrol oleh aktor lainnya, dan 

akuntabilitas merupakan konsekuensi yang harus ada agar transparansi 

menjadi bennakna, karena masing-masing aktor dituntut untuk dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat kepada masyarakat. 

Sementara menurut tim asistensi AKIP LAN dan BPKP 

menyatakan bahwa interaksi ketiga aktor governance terse but akan 

memunculkan atau memiliki sembilan karakteristik tertentu. Karakteristik 

tersebut selanjutnya di sebut Good Governance yang meliputi: 
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a. Partisipation (Partisipasi masyaraka!); 

b. Rule ofLmv ( Penegakan dan kepastian hokum); 

c. Transparancy (Keterbukaan ); 

d. Resposifimes ( responsive ); 

e. Koncencus orientation ( Berorientasi pada kesepakatan) 

f. Equity ( keadilan alau kesetaraan ) 

g. Eveciency dan Efoktivines (efektifdan efisien); 

h. Acuntability ( akuntabilitas) 

i. Stategik Fision ( Mempunyai fisi yang strategis). 

Dalam perkembangan selanjutny~, Bang Dunia lebih menekankan 

pada empat prinsip penting good governance sebagai hasil interaksi antata 

aktor tersebut, yaitu acuntability, participation, rule of Imv dan 

transparancy. 

Mengingat lokasi penelitian ini terbatas pada tingkat Kelurahan, 

sehingga yang perlu mendapat perhatian bahwa menyusun daftar panjang 

sebagai bukti adanya keanekaragaman prinsip yang dihasilkan tetapi tidak 

dapal dilaksanakan, tetapi lebih baik memfokuskan yang paling utama, 

tetapi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti karakteristik 

yang lain tidak pentjng. Oleh karena itu, focus penelitian diarahkan pada 

lima karakteristik yang muncul sebagai values yang diperjuangkan dalam 

interaksi antara aktor-aktor yang terlibat di dalam pengelolaan dana blok 

grant tersebut, yaitu : 

x 
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1) 	 Partisipasi, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat 

baik langsung maupun tak langsung atas dasar kebebasan berasosiasi, 

berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. 

2) Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan timbal batik antara 

pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. 

3) Responsivitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kepekaan atau 

daya tanggap para penyelel1ggara pemerintah terhadap aspirasi 

masyarakat tanpa terkecuali. 

4) 	 AkuntabiJitas, yaitu adanya pertanggung jawaban kepada publik atas 

setiap aktifitas yang dilakukan dalam segala bidang yang menyangkut 

kepentingan masyarakat luas. 

5) 	 Rule of Law, yaitu adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan 

penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai 

yang hidup di dalam masyarakat 
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Arah penelitian ini di tujukan pada : 

1. 	 Bagaimana interaksi / kerjasama antara s/ale- private seclor- civil 

society (aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana blok 

grandt), khususnya pada tahap perencanaan dan implementasi (sebagai 

fokus penelitian); 

2. 	 Apakah dalam interaksi tersebut terdapat partisipasi, transparansi, 

responsivitas, akuntabilitas dan rule of law (semuanya adalah values 

atau karakteristik good governonce); 

4. Anggaran Kelurahan 

a. Konsep Anggaran Kelurahan 

Pada hakekatnya anggaran adalah sebuah pernyataan ten tang 

perkiraan penerimaan dan pengeluaran teJjadi dalam sebuah rentang waktu 

tertentu di masa yang akan datang serta reafisasinya dimasa yang lalu. 

Oleh karena itu, anggaran harus dapa! mencerminkan kebutuhan real 

masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, 

karena anggaran ini merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan 

sasaran pemerintah Daerah, didalamnya merupakan muara daTi tugas 

pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja. 

Pada !ingkat kelurahan, yang dimaksud anggaran Kelurahan adalah 

pernyataan tentang perk iraan penerimaan dan pengeluaran keuangan 

Kelurahan dalam satu tahun, sebagai penjabaran dari tugas-tugas yang 

akan dilaksanakan. Pada sisi penerimaan, anggaran Kelurahan berasal dan; 

pertama bantuan! subsidi pemerintah kOla; kedua swadaya masyarakat. 

Semen tara pada sis! pengeluaran, dicantumkan program/ kegiatan yang 
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berupa proyek pembangunan yang akan dilaksanakan daJam jangka satu 

tabun. Satu satuan proyek pembangunan ini membuat batas tertinggi nilal 

proyek dlam bentuk rupiah. 

b. Blok Grandt Kelurahan 

Sebagai salah satu sumber penerimaan anggaran Kelurahan, bantuan 

atau subsidi (grandt) ini memiliki sifat umum dan fleksibel . Bersifat 

umum, karena tidak ada syarat khusus bagi daerah penerima untuk 

mendapatkan bantuanl subsidi ini, dengan kala lain semua Kelurahan 

yang berada diwilayab kola tentu akan mendapatkannya. Sedangkan 

fleksibel, mengandung pengertian bahwa daerah penerima (Kelurahan) 

mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana ini, kalaupun ada 

aturan penggunaan dari pemerintah, sifatnya fleksibel dan dapat 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, yang 

terpenting dalam dana ini adalah tidak adanya "Kekakuan" aturan 

penggunaan daTi pemerintah pemberi. 

Senada dengan pengertian tersebut, Davey memberikan pengertian 

grant sebagai alokasi dana bantuan alau subsidi (kedua kata ini saling 

menggantikan) kepada pemerintah daerah yang mandiri (devolved) seperti 

pemerinlah Negara bagian di Negara vederal atau pemerinlah daerah 

o!onom. Alokasi dana ini dapa! di berikan dalam bentuk yang paling 

lazim berupa hibah (dalam terjemahan digunakan istilah "bantu an"), 

subsidi, kontribusi. Namanya berbeda, telapi pada hakekatnya sarna yaitu, 

transfer dana dari anggaran dan pembukuan pemerinlah pusal kepada 

pemerintahan regional yang mandiri pembukuannya. 
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c) Mekanisme anggaran kelurahan. 

Kejelasan formula alokasi anggaran kelurahan dad pemerintah 

daerah, akan memberikan kontribusi berupa kemudahan bagi kelurahan 

untuk me nyu sun anggarannya. Oleh karena ilu dibutuhkan suatu 

mekanisme penataan dan pengelolaan keuangan yang bersandar pada 

prinsip prinsip Good Governance yaitu : 

I. Mengutamakan tujuan pemerataan dan keadilan dalam formula 

anggaran keuangan kelurahan, 

2. Memungkinkan proses penyusunan anggaran yang bersifat botton up 

dan participatory budget, 

3. Memberi ruang pengelolaan dana yang partisipatif, kemitraan dan 

kesejajaran antara pemerintah dengan lembaga lain di kelurahan, 

4. Masyarakat dilibatkan mulai dari sosialisasi anggaran, perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan yang mampu menjamin transparansi, 

Dalam menjaJankan anggaran harus sesuai dengan aturan main, 

sehingga menjamin adanya akuntabilitas pengeJoJaan keuangan; 

5. 	Proses pengeloJaan keuangan yang konsisten dan berkesinambungan 

untuk menjamin keberlanjutan program, 

6. Memungkinkan pengawasan yang efektif oleh Jembaga perwakilan 

dan masyarakat kelurahan melaui forum warga yang tersedia. 

d) Siklus Anggaran 

(1) Perencanaan 

Sebagai tahap awa! pelaksanaan proyek, proses yang 

dHaksanakan meliputi pengumpulan data melalui penjaringan aspirasi 
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dari masing- masing wilayah RT/RW sebagai bahan acuan rencana 

kegiatan. Data yang digali dapa! berupa rencana kegiatan sebelumnya 

yang belum dapat di kerjakan atau memang benar-benar beJum pemah 

dikerjakan. Seluruh rekapitulasi data pada tahap pertarna disusun , 

untuk dibahas menjadi skala prioritas proyek dengan asumsi adanya 

keterbatasan sumber dana. 

Proses selanjutnya adalah pembahasan plafon anggaran dari 

masing-masing prioritas proyek yang telah ditetapkan. Dengan 

memperhitungkan prioritas serta efektivitas volume kegiatan, 

penetapan plafon anggaran dilakukan, setelah memperoleh gambaran 

yang jelas mengenai sumber pembiayaan yang dapat diperkirakan 

untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu Plafon 

anggaran harus terperinci dalam kegiatannya. 

(2). Imp!ementasi 

Anggaran yang telah di rencanakan harus dapat dilaksanakan 

dengan baik, artinya pelaksanaannya harus tertib dan disiplin, sehingga 

tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan hasil guna. 

Oleh karena itu, di perlukan keterlibatan seluruh poilensi masyarakal 

setempat agar pelaksanaan proyek berjalan lancar. Benluk-bentuk 

keterlibatan potensi masyarakat tersebut, tidak terbatas pada material 

yang diberikan, tetapi iebih dari itu sumbangan pemikiran, tenaga, 

konsumsi, dan lain-lain yang ditujukan agar keberhasilan proyek 

merupakan wujud nyatanya. 
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(3). Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau proses untuk 

menyakinkan, bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencananya. 

Sedangkan menurut Manullang, pengawasan merupakan suatu proses 

yang menetapkan pekeljaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekeljaan 

sesuai dengan apa yang direncankan, sependapat Siagian, pengawasan 

diarahkan pada proses pengamatan dad pada pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan beljalan sesuai dengan rencana yang teah di tentukalt 

sebelumnya. Hal ini mengandung maksud agar pelaksanaan tugas

tugas pemerintahan dan pembangunan beerjalan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. Sedangkan fungsinya adalah mencegah 

kebocoran dan keborosan, serta memperlancar pelaksanaan pekerjaan. 

(4) Evaluasi 

Sebagai umpan balik dad pelaksanaan pengawasan adalah 

adanya tindakan eva!uasi yang diikuti dengan rencana tindak lanjut. 

Sebagai upaya unluk memberikan penilaian terhadap kegiatani proyek 

yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada penyimpangan 

atau keberhasilan. Penilaian ini lah yang dijadikan acuan untuk 

menyusun rencana tinOOk lanjut pada tahun berikutnya. 

E. Delinisi konsepsional 

Dari uraian leori yang disampaikan, penulis dapat memberikan 

definisi konsepsional sebagai bedkut : 
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I. 	 Good governance adalah tata penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik, yaitu adanya interaksi peran dan fungsi secara partisipatif, 

transparansi, responsivitas, akunlabilitas, dan rule of law antara 

pemerintah , pihak swasta, dan civil society. 

2. 	 Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat 

baik langsung maupun tak langsung alas dasar kebebasan 

berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. 

3. 	 Transparansi adalah menciptakan kepercayaan limbal balik antara 

pemerintah Jan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan dalam memperolch informasi yang akurat dan 

memadai. 

4. 	 Responivitas adalah mampu meningkatkan kepekaan para 

penyelenggara pemerintahn terhadap aspirasi masyarakat tanpa 

terkecuali. 

5. 	 Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang di lakukan dalam segala bidang yang menyangkut 

kepentingan masyarakat luas. 

6. 	 Rule of law adalah adanya komitmen dan usaha mewujudkan 

penegakan hukum yang adil hagi semua pihak tanpa pengecualian, 

menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat. 
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7. 	 Block grandt adalah dana bantuan yang penggunaannya tidak 

memerlukan persyaratan tertentu dari pihak pemberi, atau ada 

pembatasan tetapi tidak ketat ( penggunaannya bersifat tleksibel). 

8. 	 Pengelolaan blok grant adalah serangkaian kegiatan untuk 

mengelola dana blok grant, mulai dari perencanaan, implementasi, 

pengawasan dan evaluasi, sebelum hasilnya diserahkan kepada 

masyarakat. 

9. 	 Good governance dalam Pengelolaan blok grant dalam penelitian 

ini adalah tata pemerintahan yang baik dalam mengelola dana block 

grant untuk mewujudkan pembangunan di Kelurahan, didalamnya 

terdapat adanya interaksi peran dan fungsi yang parlisipatif, 

transparansi, responsivitas, akunlabilitas ru.n rule of law antara 

pemerintah, swasta dan civil society pada tahap perencanaan dan 

implementasinya. 

a. 	 Definisi operasional. 

Good Governance dalam Pengelolaan blok grant 

didefinisikan seeara operasional sebagai tata kelola 

pemerintahan yang baik di tingkat Kelurahan. Situasi ini dapat 

cennati melalui interaksi antara pemerintahan Kelurahan, 

LPMK, BKM, RTIRW, pelaku ekonomi, dan masyarakat di 

tingkat kelurahan pada tahap perencanaan dan implementasinya 

dalam mengelola dana block grant apakah terdapat: transparansi, 

responsivitas, akuntabilitas dan rule of law, dengan indikator 

sebagai berikut : 
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I) 	 Pada tahap perencanaan , interaksi antar aklor aktor lersebul 

adalah: 

a) Partipalif, dapal di lihat dengan tolok ukur. 

(I) 	Pelaksanaan rapat! musyawarah Kelurahan dalam 

perencanaan program-program yang akan didanai 

dari block grant. 

(2) 	 Siapa saja yang di undang dalam rapat perencanaan 

lersebul. 

b) Transparansi, dengan lolok ukur. 

Sosialisasi program block grant kepada masyarakat: 

(l) 	Proses penentuan skala prioritas usulan proyek. 

(2) 	 Adanya media inf()rmasi yang memual hasil 

priori las proyek yang akan di laksanakan. 


c) Responsivitas, dengan tolok ukur. 


(l) 	mekanisme penjaringan usulan proyek dari 

masyarakal. 

(2) 	 Apakah prioritas proyek sesuai dengan kebutuhan 

masyarakal. 

d) Akunlabilitas. 

Dengan perencanaan yang partisipatif dan Iranspamn, 

seeara langsung sudah menunjukkan adanya pertanggung 

jawaban perencana kepada masyarakatnya. Oleh karena 

itu, toIok ukur akuntabilitasnya adalah partisipasi dan 

transparansi di alas. 
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e) 	 Rule a/law. 

(1) Tingkal kesesuaian program dengan alokasi dana. 

(2) Tidak pemaksaan kehendak dalam menenlukan 

priorilas proyek 

2) impiementasi, interaksi antara aktor aklor tersebut yang. 

a) Partisipatif, dapat di lihat dengan tolok ukur. 

(I) Kontribusi yang di berikan pelaku ekonomi kelurahan 

dalam pelaksanaan proyek. 

(2) Proyek. 

(3) Keterlibatan dalam pelaksanaan proyek-proyek. 


b) Transparansi, dengan tolok ukur. 


(l) 	SosiaIisasi program block grant kepada masyarakal. 

(2) Kemudahan akses masyarakat terhadap pelaksanaan 

proyek. 


c) Responsivitas, dengan tolok ukur. 


(I) 	Tingkat komplain masyarakat terhadap pelaksanaan 

proyek. 

(2) 	 Cara eara yang di tempuh pemerintah kelurahan dan 

LPMK dalam menyelesaikan komplain tersebut. 


d) Akuntabilitas, dengan tolok ukur. 


(l) 	Bentuk bentuk pertanggung jawaban dari pelaksana 

proyek, seperti kompensasi, musyawarah kepada 

masyarakat yang terkena proyek. 

(2) 	 Mekanisme pertanggung jawabannya. 
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e) 	 Rule oflau', dengan tolok ukur, 

(1) 	 Konsisitensi aturan antara rencana kebutuhan biaya 

dengan pelaksanaan proyek, 

(2) 	 Kejelasan tugas masing-masing pelaksana proyek, 
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BAB III 


METHODOLOGIPENELITIAN 


Metode Penelitian Meliputi: 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang di lakukan yaitu menggunakan deskriptif metode 

kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (I995) 

mendifinisikan metode kualitatif sebagai metode dalam prosedur penelitian 

yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orallg - orang dan perilaku yang di amati. Penelitian mengandung lima ciri, 

yaitu: Natural setting (dikumpulkan dari alum nyata), dalam situasi 

bagaimana apa adanya dengan peneliti sebagai instrumen kecil, bersifat 

deskriftif, lebih mengutamakan proses dari pada hasil, analisisi data secara 

induktif dan meaning (makna) merupakan perhatian utama. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya data yang di analisis 

dan hasil-hasllnya berbentuk deskrlpsi fenomena, tldak berupa angka 

angka atau koefisien tentang hubungan antar varia bel. Menurut Nawawi 

(2003) mendeskripsikan metode deskripsi sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subyek atau obyek yang di teliti, seperti individu, lembaga, masyarakat dan 

lain lain pada saat yang sekarang berdasasrkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. 
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B. 	 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan eara : 

I. 	 Interview (wawancara) 

Menurut Moleong (1995), menyatakan bahwa wawancara 

merupakan sesuatu kegiatan untuk memperoleh infonnasi dengan 

memberikan kerangka dari garis besar pokok-pokok yang akan di 

tanyakan. Sebelum wawancal'a dilakukan, peneliti terlebih dahulu 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang di perlukan berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2. 	 Studi kepustakaan 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca atau mempelajari berbagai tulisan-tulisan, catatan

catalan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian. 

3. 	 Observasi 

Berupa pengamatan seeara langsung terhadap berbagai 

fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam kailannya ini peneliti 

terjun langsung keJapangan untuk mengamati fenomena yang 

terjadi, selanjutnya dari hasH pengamatan ini akan di adakan 

evaluasi. 

C. 	 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif dengan sampling mengarah kepada generalis teoritis, 

menggunakan teknik dengan sumber data yang di pakai berasal dari : 
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I. Data umum 

Data yang di peroleh dari data data tentang gambaran 

umum Kelurahan Tuatunu Indah, meliputi keadaan geografis, 

demografis, ekonomi, sosial dan budaya, administrasi pemerintahan, 

LPMK, RTIRW, kelompok pelaku ekonomi dan civil society di 

Kelurahan tersebut. 

2. Data khusus, yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan 

interaksi antara pemerintahan Kelurahan, LPMK, BKM, RTIRW, 

kelompok pelaku ekonomi dan civil society dalam mengelola dana 

block grant. • 

3. Unit anilisi, populasi dan sampel, yaitu unit dari mana informasi di 

kumpulkan sekaJigus sebagai basis untuk melakukan analisis dan 

menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit 

analisisnya adalah institusi pemerintah Kelurahan termasuk di 

dalamnya LPMK, BKM dan RTIRW, pelaku ekonomi dan civil 

society di Kelurahan. Dengan populasi perangkat kelurahan 

(termasuk pen gurus LPMK, BKM, RTIRW ) pelaku ekonomi di 

Kelurahan (pemilik toko/ warung, pengusaha bangunan/ material, 

penyedia tenaga kerja dan civil society) (LSM, perkumpulan agama! 

olah raga! sosial). 

Dengan sampel penelitian diambil secara purposive sampling 

karena populasinya sudah di kenai dan di tentukan sebelumnya, 

yaitu : 
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I. Pemerintah 	 sebagai slale. yaitu perangkat Kelurahan (Iurah, 

sekretaris, kepala seksi, pengurus LPMK ) semuanya 18 orang 

sesui dengan pengambilan sample penelitian secarapurposive. 

2. Sektor bisnis Kelurahan di ambil dad para pemilik tokol warung, 

pengusaha bangunanl material, penyediaan tenaga kelja masing

masing 3 orang scsuai kondisi lapangan dengan pengambilan 

sapel secara purposive. 

3. 	Sebagai civil society diambil dad BKM, LSM, perkumpulan 

agama/ oJahraga/ sosial masing masing 3 orang dan RTIRW yang 

ada di Kelurahan Tuatunu Indah 

D. Metode Anilisi Data 

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan metode analisa interaktifyang meliputi : 

I. 	 Reduksi data ( Data Reduction) 

Merupakan proses seleksi, penfokusan dan penyederhanaan 

data yang di peroleh di lapangan. Tahap ini akan berlangsung 

secara terus menerus mulai dari awal sampai akhir penelitian. 

2. 	 Penyajian data (Data Display) 

Merupakan sekumpulan informasi yang memungkinkan 

sesuatu kesimpulan dapat di ambil 

3. 	 Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Merupakan ana lisa data yang di lakukan, di mana data 

tersebut semakin lama semakin jelas. Dalam proses ini landasan 
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landasan yang kuat sangat di perlukan agar verifikasi yang di buat 

dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya. 

E. Analisis 

Analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan yang di peroleh dari hasil penelitian, seperti yang yang di 

kemukakan oleh Sofyan Effendi dan Cris Manning dalam 

Singarimbun (1995) bahwa analisa data adalah proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan 

di interprestasikan. Dalam penelitian ini, data yang di peroleh baik itu 

data primer ataupun data sekunder di sajikan dalam suatu laporan 

secara terinci dan sistematis yang meliputi: 

a. 	Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai data skunder atau 

dokumentasi pada pemerintahan Kelurahan Tuatunu lndah. 

b. 	Jawaban dari hasil wawancara dengan para informan kunci. 

c. 	Data dari sumber lain seperti majalah, surat kabar, peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. 

Setelah data terkumpul langkah berikutnya adalah meneliti 

dan mengklarifikasi dan menganalisa berdasarkan jenis masalah dan 

diolah serta di interprestasikan secara kualitatif. DaJam analisa 

kualitatif penulis akan menggunakan teknik mereduksi, menyajikan 

dan menyimpulkan hasil penelitian. 

Langkah berikutnya yaitu melakukan anal isis secara 

komparatif atau membandingkan antara dua, tiga atau lebih kejadian 
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dengan melihat faktor penyebabnya atau terhadap variable yang 

masih mandiri tetapi sampelnya lebih dari satu. 
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BABY 

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Adapun hasil daTi lapangan dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Values Good Governance dalam interaksi yang paling menonjol 

dari pelaksanaan block grant ini adalah tingkat perhatian dan keterlibatan 

masyarakalnya, untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan program 

ini cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa tingkat 

swadaya masyarakat dlliam pelaksanaan proyek-proyek block grant 

tersebut ada yang mencapai sampai lebih dari 250% yaitu dalam 

melaksanakan proyek pembuatan jembalan dan penembokan jalan Salim. 

Hal ini menunjukkan bahwa program block grant di Kelurahan Tuatunu 

Indah memang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dengan demikian 

masyarakat merasa memiliki yang tinggi, sehingga hasil pembangunan 

daTi proyek inipun semakin bermanfaat dan akan lebih terawal. 

Sedangkan terbadap variable good governance, seperti 

transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan nile of law dapat 

disampaikan sebagai berikut; 

1. Transparansi 

Nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan block grant di 

kelurahan sudah di lakukan dengan baik , hal ini dapat di ketahui oleh 
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semua kegiatan telah diketahui oleh stakeholder dimulai dari 

perencanaan sampai pada tingkat pelaksanaan. BKM dan Kelurahan 

melakukan inisiatif agar semua kegiatan diinformasikan secara terbuka 

baik itu mengenai apa skala prioritas, berapa anggaran dan siapa 

pelaksana .selanjutnya anggota BKM menyampaikan laporan tiap bulan 

lentang kemajuan proyek kepada carnal dan diketahui oleh lurah. 

2. Akuntabilitas 

Akuntabilitas proyek block grant dijalankan melalui laporan 

pertanggung jawaban BKM pada akhir tahun anggaran, dalam rapat 

Kelurahan yang dihadiri cleh para I:etua RTIRW, pen gurus BKM dan 

tokoh masyarakat dan berjalan dengan baik. 

3. Responsivitas 

Para pengelola block grant telah merespon tuntutan kebutuhan 

masyarakalnya, hal ini ditunjukkan dari proses penentuan skala, 

prioritas telah mencerminkan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang 

telah diusulkan oleh para ketua RTIRW Imik itu dalarn kegiatan 

lingkungan, ekonomi dan sosia!. Masyarakat TualUnu sebagian besar 

bergerak di sektor pertanian dan usaha perdagangan kecil produk 

pertanian, kedua mata pencaharian tersebut diperlukan sarana prasarana 

jalan yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat kekebun 

maupun untuk membawa hasil kebun karet maupun kebun nanas. 

4. Rule of law 

Proses penegakan aturan main yang terlihat dalam pelaksanaan 

block grant adalah kepatuhan pada prosedur keuangan. Walaupun 
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program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat, kepatuhan 

dari para pengelola block grant di sini di maknal sebagai upaya 

mentaati peraturan penggunan keuangan Negara, yaitu adanya biaya 

perencanaan, PPh, dan PPn dalam proyek dan telah di lakukan dengan 

baik 

Dari lima indicator good governance yang di tawarkan , kenyataan 

di lapangan menunjukan bahwa untuk partisipa5i di dalam pelaksanaan 

block grant untuk bidang lingkungan atau pembangunan fisik 

menunjukkan tingkal partisipatif yang tinggi, sedangkan kegiatan sosial 

partisipasi 5angat baik namun untuk kegiatan ekonomi mengalami 

persoalan dalam pemilihan sektor usaha dan persepsi yang kellru dari 

masyarakat yang mengelola dana bergulir, sedangkan untuk tmsparansi 

telah di lakukan dengan baik, akuntabilitas seeara umum telah di 

lakukan dengan balk namun masih ada persoalan untuk kegialan pada 

kegiatan ekonomi, berupa rendahnya tingkat pengembalian dana 

bergulir dan re5ponsibilitas dari ketiga pilar governance tclah 

menunjukkan respon yang balk. 

5. 	 Faktor penghambat penerapan Good Governance dalam pelaksanaan 

Program P2KP di Kelurahan Tuatunu Indah seeara umum sangat keell , 

yaitu ; 

a. 	 Pada kegiatan dari KSM usaha potong rambut dan cuci motor belum 

dipertimbangkan aspek 50sial budaya masyarakat, sehingga daTi 

kegiatan ini tidak dapat berjalan sesuai harapan. 
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b. 	 Pada Kegiatan pinjaman modal kepada masyarakat adanya persepsi 

yang keliru oleh masyarakat. Sebagian dari mereka memliki asumsi 

kalau uang dari pemerintah tidak perlu di kembalikan. 

c. 	 Faktor kualitas SDM menjadi permasalahan sendiri, berupa 

rendahnya kemampuan berfikir visioner dan dalam lata pembukuan 

kegiatan. 

d. 	 Terbatasnya dana, mengurangi keleluasaan pelaksanaan kegiatan di 

lapangan 

B. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini agar interaksi antara 

pemerintah kelurahan ,BKM, RTIRW dan kalangan swasta lokal dalam 

mengelola dana block grant mulai dari perencanaan sampai dengan 

pelaksanaannya terdapa! nilai nilai good governance yaitu adanya partisipasi , 

transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan rule of!eM, peneliti memberikan 

beberapa saran danrekomendasi sebagai berikut ; 

1. 	 Saran dan Rekomendasi kepada pemerilltah daerah 

Kalau memang kegiatan block grant ini ditujukan sebagai 

pemberdayaan masyarakat agar memilki kepedulian dan peduli dalam 

pembangunan maka peneliti menyarankan kepada pemerintah Kota 

Pangkal pinang sebagai berikut; 

a. 	 Pemerintah melakukan evaluasi atas kegiatan block grant selanjutnya 

lebih selektif dalam pemilihan jenis kegiatan khususnya di Kelurahan 

Tuamnu Indah lebih di tekankan pada kegiatan lingkungan 
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b. 	 Pemerinlah meianjulkan kegialan kegialan pembangunan sarana 

umum atau fisik, agar manfaatnya lebih di rasakan kalangan yang 

lebih luas 

2. 	 Saran dan Rekomendasi kepada pemerintahan Keluraban 

a. 	 Lebib aktif dalam menfasililasi program dan selektif pemilihan 

kegiatan yang memberikall manmat paling besar dan jangkauan 

lebih Iuas. 

b. 	 Selalu mendorong partisipasi masyarakal lebih dinamis dan 

partisipatif dalam merencanakan kegialan yang lebih bermanfaat. 

3. 	 Saran dan Rekontendasi kepada BKM 

a. 	 Dari hasil kegialan yang telah dilakukan lebih mempriorilaskan 

kegialan lingkungan, dengan pertimbangan melihat karakteristik 

masyarakat Tuatunu lndah 

b. 	 Penjaringan Aspirasi lebih ditingkatkan agar mendapatkan prioritas 

kegiatan dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat 

Tuatunu Indab. 

c. 	 Evaluasi kegiatan yang lebih memberikan manfaat terbesar dan 

maksimalkall potensi untuk pemberdayaannya 

4. 	 Saran dan Rekomendasi untuk RTIRW 

a. 	 Lebih mampu memerankan fungsinya, terutama dalam 

mempeljuangkan aspirasi warganya agar dapa! menjadi program 

yang dipriorilaskan. 

b. 	 Intensitas pertemuan lebih di perbanyak agar masyarakat lebih 

cepat mendapatkan informasi 
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c. 	 Masyarakat lebih dapat memilih kegiatan ekonomi berbasis 

karakteristik daerahnya. 

5. 	 Saran dan Rekomendasi kepada pengusaha lokal 

a. 	 Untuk mampu berkontribusi positip dalam memainkan perannya 

baik dalam melakukan pekerjaan tehnis maupun dalam penyediaan 

material 

b. 	 Lebih mengedapankan nilai social dalam rangka turn! membangun 

daerahnya 

Demikianlah kesimpulan yang dapat di berikan dalam peJaksanaan 

proyek block grant di Kelurahan Tu~tunu Tndah Kecamatan GerunglGang Kola 

Pangkalpinang dengan harapan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaar. 

kegiatan proyek block grant dimana saja. 
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PEDOMAN WANCARA DARl JUDUL TESIS : 

PENERAPAN PRlNSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN 


TUATIJNU INDAH 

( Stlldy PereDC8DaaD dan ImplemeDtasi) 


I. Pada Talaap PerenC8naan 

I. Partisipatif 

a. Siapa saja yang hadir dalam nipat pertemuan membahas program yang mau di lakukan? 

Sebutkan! 

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM, RT, Fasilitator 

Kelurahan 

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebllt? jelaska."1 ! 

Peserta rapat dapat menyarnpaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan 

2. Transparansi 

a. Apakah dalam penentuan basil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat? 

lelaskan ! 

Transparansi dapat di Iakukan dengan baik, dengan di sampaikan secarn terbuka terkait skala 

prioritas yang di pilih. 

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan hasil penentuan skala prioritas program yang 

akan di laksanakan ? jelaskan 

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat pereneanaan tersebut. 

3. Responsifitas 

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara 

luas? Berikan penjelasan 

Semua usulan berangkat dan usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan 

masyarakat. 

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?je1askan1 
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PEDOMAN WANCARA DAR! JUDUL TESIS : 

PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM PlKP DI TINGKAT KELURAHAN 


TIJATUNU INDAH 

( Study PerenC8nlUln dan ImpJemenwi) 


L Pada Tahap PerenC8nlUln 

I. Partisipatif 

a. Siapa saja yang hadir dalarn nipat pertemuan membahas program yang mau di lakukan? 

Sebutkan ! 

Yang hadir dalarn rapat perencanaan adaIah Pemerintah kelurahan, BKM, RT, Fasilitator 

Kelurahan 

b. Bagaimana peran peserta rapat dalarn pelaksanaan I'1IpIIt lersebut ? jelaskan l 

Peserta rapat dapat menyarnpaikan aspirasinya dengan baik dalarn proses perencanaan 

2. Transparansi 

a. Apakab dalam penentuan basil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat1 

JeIaskan ! 

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terouka terkait skala 

prioritas yang di pilib. 

b. Apakah semua peserta rapat memabami akan basil penentuan skala prioritas program yang 

akan ill laksanakan ?jelaskan 

Semua peserta memabarni alas apa yang di bicarakan dalarn rapat perencanaan tersebut. 

3. Responsifitas 

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara 

IUBS? Berikan penjelasan 

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan 

b. Apakah prioritas yang di arnbil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan! 
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PEDOMAN WANCARA DAR! JUDUL TESIS : 

PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM PlKP DI TINGKAT KELURAHAN 


TUATUNU INDAH 

( Study PereDCllDaaD daD ImplemeDtasi) 


I. Pada Tall.p PereDCllDaaD 

I. Partisipatif 

a. Siapa saja yang hadir dalarn rapat pertemuan membabas program yang mau di lakukan? 

Sebutkan ! 

Yang hadir dalarn rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM, RT, Fasilitator 

Ke!urahan 

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam ~iaksanaan rapat te~but ? jeiaskan ! 

Peserta rapat dapat menyarnpaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan 

2. TranSJllllllllsi 

a. Apakah dalam penentuan basil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat? 

lelaskan ! 

Transparansi dapat di Iakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terkait skala 

prioritas yang di pilih. 

b. Apakah sernua peserta rapat memahami akan basil penentuan skala prioritas program yang 

akan di laksanakan ? jelaskan 

Semua peserta memahami alas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut. 

3. Responsifitas 

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara 

luas? Beri.kan penjelasan 

Semua usulan berangkat dari usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan 

masyarakat. 

b. Apakah prioritas yang di arnbil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan! 
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PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS : 

PENERAPAN PRlNSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM P2KP DI TINGKAT KELURAHAN 


TUATUNU INDAH 

( Study PereoClloaao dao Implemeolasi) 


L Pada Tabap Pereoc:aoaao 

I. Partisipatif 

a. Siapa saja yang hadir dalam nipat pertemuan memhahas program yang mau di lakukan? 

Sebutkan! 

Yang hadir dalam rapat perencanaan adaJah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator 

Kelurahan 

b. Bagaimana peran peserta rapat dalam pe1aksanaan rapat tersebut ? jeJaskan ! 

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan bfrlk dalam proses perencanaan 

2. Transparansi 

a. Apakah dalam penentuan basil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat? 

Jelaskan ! 

Transparansi dapat d i lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terbuka terlalit skala 

prioritas yang di pilih. 

b. Apakah seroua peserta rapat memahami akan basil penentuan skala prioritas program yang 

akan di laksanakan ? jelaskan 

Semua peserta memahami alas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut. 

3. Responsifitas 

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara 

luas? Berikan penjelasan 

Semua usulan berangkat dari usulan RT sebiogga benar benar merupakan binginan 

masyarakat 

b. Apakah prioritas yang di ambil sudall sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan! 
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PEDOMAN WANCARA DARI JUDUL TESIS : 

PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM PlKP DI TINGKAT KELURAHAN 


TUATUNU lNDAH 

( Study PereaeaaaaD daD ImpiemeDtasi) 


L Pada Tabap Perea_a 

I. Partisipatif 

a. Siapa saja yang hadir daIam rapat pertemuan membahas program yang mau di lakukan? 

Sebutkan ! 

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM , RT, Fasilitator 

Kelurahan 

b. Bagaimana peran pesert.a rapat dalam pelaksanaan rapat teroebl.i ? jelaskan ! 

Peserta rapat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan 

2. Transparansi 

a. Apakah dalam penentuan basil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat? 

Jelaskan I 

Transparansi dapat di lakukan dengan baik , dengan di sampaikan secara terouka terkait skala 

prioritas yang di pilih. 

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan basil penentuan skala prioritas program yang 

akan di laksanakan ? jelaskan 

Semua peserta memahami alas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut. 

3. Responsifitas 

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat seca.ra 

luas? Berikan penjelasan 

Semua usulan berangkat dati usulan RT sebingga benar benar merupakan keinginan 

masyarakat. 

b. Apakah prioritas yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuban masyarakat ?jelaskanl 
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Prioritas yang terpilih merupakan keputusan bersama dengan azas kesetaraan antar 

lingkungan masing masing RT 

4. Akuntbilitas 

a. Apakah hasil rapat penentuan skala prioritas kegiatan dapat di pertanggung jawabUn 

kepada masyarabt secara luas? lelaskan ! 

HasH rapat dapat di pertanggungjawabkan melalui kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh 

IUtah dan anggota BKM 

5. Rule OfLaw 


a.Apakah keputusan kegiatan yang diambil sudah sesuai dengan alokasi dana yang tersedia? 


Berikan komentar ? 

Alokasi dana yang di salurtan telah sesuai kesepakatan walaupun jumlah tersebut kurang 

memadai apabila akan di 1aIcukan untuk titu di tuntut penm masyarakat untuk dapat 

berkontribusi agar kegiatan dapalbetjalan dengan balk 

D. Tada Taup Implemeatasi (iateraksiaatara actor yaag terlibat dalam keglataa 

program) 

1. Partipatif 

a. Bagaimana penm dati Pibak Pemerinlah, kalangan swasta, dan masyarabt dalam 

pelaksanaan program ini? Jelaskan ! 

Masing masing stake holders telah berpernn dengan balk sesuai kapasitas yang melekat 

dalam dirinya dalam pelaksanaan Program P2KP 

b. Bagaimana kontribusi dati Pihak Pemerinlah, kalangan swasta, dan masyarakat dalam 

pelaksanaan program ini? Jelaskan ! 

Kontribusi yang di berikan cukup besar dalam rangka mensukseskan program P2KP 

2. Transparansi 

a. Apakah dalam pelaksanaan program di lakukan sosialisasi ke masyarakat? lelaskan ! 
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Sosialisasi di Iakukan oleh pibak keluraban maupum BKM kepada seluruh Iapisan 


masyarakat 


b. Apakah masyarakat diherikan kemudahan dalam meodapatkan akses dan keterlibatan aktif 

dalam pelaksanaan kegiatan? JeIaskan ? 

Dalam implementasi di tingkat lapaogan masyarakat di herikan keleluasaan untuk 

berpartisipasi daIam pelaksanaan Program P2KP 

3. Respoosifitas 

a. Apakah masyarakat menyampaikan keluhan atas pelaksanaan program tersebut? 

Jelaskan! 

Pada dasarnya masyarakat mempercayai atas pmkarsa yang di lakukan oleh upaya BKM 

di dalam menfasilitasi kepentiogan masyarakat di dalam pelaksanaan Program P2KP 

b. Bagaimana upaya yang di Iakukan dalam menanggapi keluhan yang di sampaibn oleh 

Masyarakat ? jelaskan! 

Apabila teJjadi keluhan masyarakat dapat segera menyampaikan langsung ataupun 

melaJui ketua RT masiog masiog 

4. Akuntabilitas 

a. Bagaimana hentuk tanggungjawab dan kumpensasi kepada masyarakat yang terkena 

program?jelaskan! 

Masyarakat dengan sungguh sungguh tUM herpartisipasi dan memherikan keJjasama 

yang baik dengan pelaku atau pemborong pekeJjaan namun masih ada sebagian helum 

mampu memherikan rasa tanggungjawab yang besar terutama dalam pengelolaan 

piojaman penllodalan usaha. 

b. Bagaimana caranya dalam penyelesaian masa1ah yang timbul aIdbat dari pelaksanaan 


program ini? Uraikan secaja jelas ? 


Masalah di selesaikan denganjalan musyawarah baik di tingkat RT ataupun keluraban 
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PEOOMAN WANCARA DARI 1UDUL TESIS : 

PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

DANA BLOK GRANT MELALUI PROGRAM PlKP DI TlNGKAT KELURAHAN 


TUATUNU INDAH 

( Study PerenClUllllln daB Implemelltasi) 


L Palla Tahap Pere_un 

I. Partisipatif 

a. Siapa saja yang hadir daIam rapat pertemuan membabas program yang mao di lakukan? 

Sebutkan ! 

Yang hadir dalam rapat perencanaan adalah Pemerintah kelurahan, BKM, RT, Fasilitator 

Kelurahan 

b. Bagaimanot peran peserta rapat dalam pelaksanaan rapat tersebut ? jelaskan ! 

Peserta rapat dapaI menyampaikan aspirasinya dengan baik dalam proses perencanaan 

2. Transparansi 

a. Apakah dalam penentuan hasil rapat sesuai skala prioritas yang di sepakati peserta rapat? 

Jelaskan ! 

Transparansi dapaI di lakukan dengan baik: , dengan di sampaikan secara terbuka tericait skala 

prioritas yang di piiih. 

b. Apakah semua peserta rapat memahami akan basil penentuan skala prioritas program yang 

akan di laksanakan ? jelaskan 

Semua peserta memahami atas apa yang di bicarakan dalam rapat perencanaan tersebut. 

3. Responsifitas 

a. Apakah usulan program yang akan di sampaikan merupakan keinginan masyarakat secara 

luas? Berikan penjelasan 

Semua usulan berangkat dan usulan RT sehingga benar benar merupakan keinginan 

masyarakat. 

b. Apakah priorita~ yang di ambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat ? jelaskan! 
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Prioritas yang terpilih merupakan keputusan bersama dengan azas kesetaraan antar 

linglrungan masing masing RT 

4. Akuntbilitas 

a Apakah hasil rapat penentuan skala prioritas kegiatan dapat di pertanggung jawabkan 

kepada masyarakat secara luas? lelaskan ! 

Hasil rapat dapat <Ii pertanggungjawabkan melalui kegiatan sosialisasi yang di lakukan olel! 

lurah dan anggo18 BKM 

S. Rule OfLaw 


aApakah keputusan kegiatan yang diambil sudab sesuai dengan alokasi dana yang tersedia? 


Berikan kornentar ? 

Alokasi dana yang di salurlam telab sesuai kesepakatan walaupunjumlah tersebut kurang 

memadai apabila akan di lakukan untuk tim di tuntut peran masyarakat untuk dapat 

berkontribusi agar kegiatan dapatberjalan dengan baik 

IL Tada Tahap ImpiementllSl (interabi aDlara actor yang terlibat dalam kegiatan 

program) 

L Partipatif 

a. Bagaimana peran dati Pibak Pemerintab, kalangan swasta, dan masyarakat dalam 

pelaksanaan program ini? lelaskan ! 

Masing masing stake holders telah berperan dengan baik sesuai kapasitas yang melekat 

dalam dirinya daIam pelalcsanaan Program P2KP 

b. Bagairnana kontribusi dati Pihak hmerintab, kalangan swasta, dan masyarakat dalam 

pelaksanaan program ini? lelaskan ! 

Kontribusi yang di berikan cukup besar dalam rangka mensukseskan program P2KP 

2. Transparansi 

a. Apakah dalam pelaksanaan program di lakukan sosialisasi ke masyarakat? lelaskan ! 
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Sosialisasi di Iakukan 0100 pihak keluraban maupum BKM kepada sellll'Uh Iapisan 


masyarabt 


b. Apakah masyarab.t diberikan kemudaban dalam mendapatkan akses dan keterliballln aktif 

dalam pelaksanaan kegiallln? lelaskan ? 

Dalam implementasi di tingkat lapangan masyarakat di berikan keleluasaan untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan Program P2KP 

3. Responsifitas 

Ii. Apakab masyamkat menyampaikan keluhan atas pelaksanaan program tersebut? 

Jelaskan! 

Pada dasamya masyarakat mempercayai atas prakarsa yang di lakukan oleh upaya BKM 

di dalam menmsilitasi kepentingan masyarakat di dalam peIaksanaan Program P2KP 

b. Bagaimana upaya yang di lakukan dalam menanggapi keluhan yang di sampaikan oleh 

Masyarakat ? jelaskan! 

Apabila terjadi keluhan masyarakat dapat segera menyampaikan langsung ataupun 

melalui ketua RT masing masing 

4. Akuntabilitas 

Ii. Bagaimana bentuk IlInggullg jawab dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena 

prognun?jelaskan! 

Masyarakat dengan sungguh sungguh turut berpartisipasi dan memberikan keljasama 

yang baik dengan pelaku atau pemborong pekeljaan namun masih ada sebagian belum 

mampu memberikan rasa IlInggung jawab yang bcsar terutama dalam pengelolalm 

pinjaman permodalan usaha. 

b. Bagaimana camnya dalam penyelesaian masalah yang timbul akibat dati pelaksanaan 

prognun ini? Umikan secaja jelas ? 

Masalah di selesaikan dengan jalan musyawamh baik di tingkat RT ataupun kelurahan 
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5. Rule of Law 

a. 	Bagaimana konsisitensi aturan antara reDeana kebutuhan biaya dengan pe\aksanaan 

program kegiaLan? Ielaskan 

Dalam penggunaan alokasi dana di lakukan dengan sangat baik ontuk kegiatan KSM 

sosial dan lingkungan namun pada KSM keuangan mengalami berbagai kendala 

b. Apakah dalam pelaksanaan program pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program 

ini menjalankan sesuai perannya? Jelaskan! 

Peran yang di bawakan oleh masing masing stake holder sangat baik hanya pada 

pelaksanaan KSM keuangan pada pinjaman modal mengalami masalah karena persepsi 

yang keliru atas penggunaan dana tersebut 
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